
ANALISIS UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN OBAT 

ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN (BBPOM) KOTA PEKANBARU 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Tugas dan Persyaratan Guna Mencapai 

Gelar S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH : 

 

SELA GUSTIANA 

12070520809 

 

PROGRAM STUDI S1 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS 

EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU 

2023 









 

i 
 

ABSTRAK 

 

ANALISIS UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL 

OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) 

KOTA PEKANBARU 

 

Oleh : 

 

Sela Gustiana 

 

Adanya obat ilegal atau tanpa izin edar masih beredar mendorong penelitian ini. 

Tujuannya ialah: 1)  Mengetahui pengawasan BBPOM Kota Pekanbaru dalam 

memberantas obat ilegal, 2) Mengetahui faktor mempengaruhi peredaran obat 

ilegal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif 

dan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Ketua Tim 

Sarana Distribusi Inspeksi BBPOM , PFM Ahli Muda BBPOM, masyarakat. 

Hasil dari penelitian mencerminkan pengawasan obat ilegal dilaksanakan 

BBPOM di Pekanbaru belum optimal. BBPOM di Pekanbaru menjalankan fungsi 

pengawasan sebelum beredar seperti menetapkan standar obat, keamanan obat 

dan pengawasan sesudah peredaran seperti pemantauan dan cara penilaian 

menjalankan perbaikan. BBPOM juga bekerja sama dengan kepolisian, Bea 

Cukai, dan Dinas Kesehatan. Namun, masih ada beberapa hambatan, termasuk 

kekurangan SDM, tingkat pengawasan kurang efektif, dan kurangnya partisipasi 

masyarakat dan kesadaran. 

Kata kunci: Pengawasan, Obat Ilegal, BBPOM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peredaran obat ilegal merupakan masalah serius yang tidak saja terjadi di 

Indonesia, tapi secara global. Menurut Laporan yang dikumpulkan oleh WHO 

bahwa pemalsuan obat merata jenisnya, mulai dari obat kanker hingga 

kontrasepsi, obat mahal, merek terkenal, paten, maupun generik. Sejak 2013 

(laporan WHOI rilis 2017), Badan Kesehatan Dunia telah menerima 1.500 laporan 

obat palsu. Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak adalah obat anti malaria dan anti 

biotik. Sebagian besar kasus, sebanyak 42 persen adalah laporan dari WHOl 

Afrika, 21 persen WHO Amerika, dan 21 persen WHOl Eropa. WHO wilayah 

Pasifik Barat hanya melaporkan 8 persen kasus, lalu WHO Mediterania Timur 

sebanyak 6 persen kasus. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara—yang di 

dalamnya memuat Indenesia—laporan kasus pemalsuan obat termasuk dalam 

skala kecil, yakni hanya sekitar 2 persen dari kasus total. Artinya,dari 11 negara di 

wilayah tersebut hanya ada 30 kasus dilaporkan kepada WHO. (Aditya, Putri, 

2019). 

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 

pertumbuhan peredaran obat ilegal dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi. 

Berdasarkan data dari BPOM, terdapat peningkatan jumlah temuan obat palsu 

selama tiga tahun terakhir (sejak tahun 2012 hingga 2014), dimana pada tahun 

2012 ditemukan enam item, 2013 ditemukan 13 item dan 2014 ditemukan 14 

item. Pada data tahun 2014, diketahui bahwa jelnis obat dari kelas terapi paling 
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banyak 1 dipalsukan, secara berturut-turut berasal dari kelas telrapi anti-konvulsi, 

antitusif (opiolid) dan anti- diabetels. Sementara itu, data sebaran wilayah lokasi 

tempat ditemukannya obat palsu paling banyak berada di pulau Jawa. Persentasel 

paling sering ditemukan berturut-turut yakni di provinsi DKI Jakarta, Tangerang, 

Jawa Telngah, Jawa Timur dan Yogjakarta (Sulistyawati, 2019). 

Penyalah gunaan obat yang terjadi di Banjarmasin terjadi pada bulan Juli 

2017, disampaikan oleh Kepala Badan POM, Pelnny K. Lukitol: "Badan POM 

menemukan obat - obat yang sering disalah gunakan yaitu Carnophen, 

Trihexyphenidy (THP), Tramadoll, dan Seleldry sebanyak 436 koi atau sekitar 

11.717.560 butir dengan nilai kel ekonomian mencapai 43,6 miliar rupiah,". Pada 

tahun yang sama Juli 2017, 200 ribu butir obat ilegal Carnolpheln ditelmukan 

olelh BBPOM Banjarmasin.(Ikhsanudin, 2019). 

Penyalahgunaan obat ilegal juga terjadi di semarang, Pulogadung, Jakarta 

Timur, dan gudang di Lippol Karawaci, Tangerang. Pada bulan Juli 2019. Modus 

operandi pemasuan itu, meuurut Fadil, Alpholns menggunakan pemalsuan hannya 

sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau menyalurkan produk olat-obatan kel 

apotek-apotek seolah-olah produk obatnya adalah obat paten. Bahan baku obat 

dikemas ulang sendiri menjadi obat seolah-olah merek paten, mencetak dan 

menentukan waktu kedaluwarsa, mengubah obat-obatan dari subsidi pemerintah 

(JKN/BPJS) menjadi seolah- olah nonsubsidi. Barang ilelgal itu kemudian 

didistribusikan melalui perusahaannya kel apotek-apotek dan menjual langsung 

kel beberapa pemelsuan. Bahan baku diperoleh dari perusahaan milik Aphons, PT 
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JKI, dan apotek- apotek di wilayah Semarang. Bahkan, salah satunya toko di 

Pancolran (viagra yang dilarang edar di Indonesia).(viva.col.id, 2019). 

Sementara itu, penyalahgunaan obat juga terjadi pada saat masyarakat 

yang berusaha untuk melakukan pengobatan sendiri (swamedikasi) Sebelum 

mendatangi fasilitas pelayanan kesahatan seperti rumah sakit atau klinik. Daud 

menjelaskan, ―data Surveli Solsial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan 

lelbih dari 60 persen penduduk Indonesia melakukan swamedikasi. Hal ini 

membuktikan, sebagian besar masyarakat terbiasa menyimpan obat tanpa resep di 

rumahnya, Akibatnya, prolses pemusnahan obat kadaluarsa dan rusak itu menjadi 

tidak optimal. Pada akhirnya akantimbul masalah lain, yakni muncunya obat daur 

ulang.‖(Widiarini, Anissa, 2019). Dampak Pengunaan obat bekas sangat 

berbahaya, seperti membuang obat kelingkungan Ada obat- obat tertentu yang 

akan terurai menjadi racun bagi flora dan fauna, dan bahkan manusia. Beberapa 

jenis obat seperti antibiotik, antiseptik, antivirus, antijamur, anticacing, dll, jika 

sampai kel tanah akan menyebabkan ketidak selimbangan flolra dan fauna mikro 

di dalam tanah, karena dapat membunuh mikrolorganismel normal. Khusus untuk 

antibioltik, dapat menyebabkan kekebalan mikrolorganisme yang berbahaya 

terhadap antibiotik tersebut. Selain itu, obat-obatan bekas yang dibuang akan 

mencemari air tanah. Atau yang dibuang kel saluran air akhirnya mengalir kel 

laut, mencemari ikan dan mahluk laut lainnya yang pada akhirnya masuk kel 

dalam perut kita.(wwf.olr.id, 2019). 

Dari berbagai permasalahan tersebut, di perlukan perhatian berbagai pihak 

untuk menangani pelrmasalahan pelmbelrantasan pelnyalahgunaan olbat illelgal 
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karena selain merugikan kesehatan juga dapat merusak lingkungan yang sangat 

membahayakan kelangsungan hidup manusia. 

Tabel I.1 Daftar obat-obatan yang disita oleh BBPOM di Pekekanbaru tahun 2019-

2022 

 

No Tahun Jumlah 

1 2019 110 

2 2020 47 

3 2021 34 

4 2022 138 

5 2023 50 

 

Sumber : Balai Besar Obat dan Makanan 

Gambar 1.1 Grafik Obat Ilegal 5 Tahun Terakhir 

 

Sumber : Balai Besar Obat dan Makanan 

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai daftar obat-obatan yang disita oleh BBPOM di 

Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sampai 2023 jumlahnya ditahun 2019 sampai tahun 

2021 menurun drastis, sementara ditahun 2022 meningkat sebanyak 138 produk obat 

ilegal yang disita oleh BBPOM Kota Pekanbaru. Sementara pada gambar 1.1 dapat kita 
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lihat, bahwasanya grafik obat ilegal dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami ketidak 

stabilan pada angka grafik setiap tahunnya. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan olelh 

Melntelri Kesehatan. Kepala BPOM menyampaikan laporan, saran dan 

pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui 

Menteri Kesehatan.(Polm.gol.id, 2020). 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit 

Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis 

operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan.(bpom, n.d.). 

Dalam upaya memberantas peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan 

obat, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Badan POlM 

menerapkan kebijakan berbasis kolaboratif dan sinergisme bersama lintas sektor 

organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) melalui Gerakan Waspada 

Obat Iegal (WOI). 

Gerakan WOl merupakan salah satu gerakan pemberdayaan masyarakat 

yang tidak terpisahkan dari Aksi Nasional Pemberantasan Obat ilegal dan 

Penyalah gunaan Obat (Aknas Pol POl) yang telah dicanangkan olelh Presiden 

Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2017 lalu. Kepala Badan POM RI, Pelnny 

K. Lukitol menyampaikan bahwa ―gerakan ini merupakan bentuk komitmen 
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Badan POlM dalam upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya risikol obat bagi 

kesehatan‖.(Wahyu, Pramita, 2019). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melaksanakan tiga 

pendekatan strategis, yaitu pencegahan, deteksi/pengawasan dan respon/ 

penindakan. Dari uraian tersebut penulis membuat rumusan masalah bagaimana 

strategi BPOM dalam upaya mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat 

Ilegal melalui gerakan ―Waspada Obat Iegal‖ ?. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini : 

1. Bagaimana Pengawasan BPOlM dalam upaya pemberantasan obat ilegal 

di kota Pekanbaru? 

2. Apa yang mempengaruhi peredaran obat ilegal di Kota Pekanbaru ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengawasan BPOM kota Pekanbaru dalam 

memberantas obat ilegal 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peredaran obat ilegal di 

Kota Pekanbaru 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik 

secara teoris maupun secara praktis dalam membantu pemerintahan kota 
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pekanbaru tentang pengawasan obat ilegal di BPOM Kota Pekanbaru dengan 

menerapkan kewajiban sesuai tugas yang diemban agar permasalahan di Kota 

Pekanbaru tentang peredaran obat ilegal di seleasikan. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat terolris ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, 

disamping sebagai salah satu upaya dalam memenuhi tugas akhir program studi 

Ilmu Administrasi Negara, dan Juga diharapkan mampu menambah pengetahuan 

penelitian bidang kinerja dalam pengawasan peredaran obat ilegal, untuk 

menambah wawasan peneliti dalam melihat masyarakat membantu pemerintah 

dalam kinerja pengawasan peredaran obat dikota pekanbaru. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sedangkan manfaat praktis mengajak seluruh pemerintah dan masyarakat 

untuk ikut berperan dalam membantu pengawasan peredaran obat ilegal di Kota 

Pekanbaru. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika penulisan memudahkan dalam memahaminya. Adapun 

sistematika penulisan sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada BAB I Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada BAB II ini berisikan tentang teolri – teori yang digunakan dalam 

penelitian seperti pengawasan peredaran obat ilegal di BPOM Kota 

Pekanbaru yang menggunakan kajian terdahulu yang relevan dengan 

penulisan , defenisi konsep dan kerangka pikiran. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

BAB III ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data beselrta informasi/ narasumber.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengawasan 

Siagian (2003:112) pengawasan merupakan proses pengamatan dari 

pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sedangkan Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian 

pengawasan pada umumnya adalah para pengikut dapat bekerja sama dengan baik 

kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk 

mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika 

perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan 

tersebut. 

Secara terminologis, istilah pengawasan disebut dengan istilah 

controlling,evaluating, appraising, maupun correcting. Kata ―Pengawasan‖ berasal 

dari kata ―awas‖, berarti antara lain ―penjagaan‖. George R. Terry mendefenisikan 

istilah pengawasan adalah ―control is todetermine what is accomplished, evaluate 

it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the 

plan,”(pengawasan adalah menentukan apa yang dicapai, mengevaluasi dan 

menerapkan tindakan korektif jika perlu, memastikan hasil dari suatu kegiatan 

sesuai dengan rencana) (Ni’matul huda; 2007 : 33 

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal 

dari kata awas yang artinya memperhatikan baik – baik, dalam arti melihat sesuatu 

dengan cermat dan seksama, memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang 
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sebenarnya dari apa yang diawasi (Suadi ; 2014 : 15). Pengawasan adalah tahap 

proses mengenai pemeliharaan suatu kegiatan dalam batas - batas yang diizinkan 

yang diukur dari harapan – harapan (Fremont : 2002 : 96). Pengawasan dalam 

kegiatan mendirikan bangunan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa 

seluruh aktifitas dalam pembangunan yang terselenggara telah sesuai dengan apa 

yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan mengamati dan 

mengalokasikan dengan tepat penyimpangan – penyimpangan yang terjadi, serta 

menjamin agar pelaksana kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan. Menurut winardi pengawasan adalah semua 

aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai 

dengan hasil yang direncanakan (Amran Suadi ; 2014 : 15). Dalam sebuah 

kegiatan mendirikan bangunan pengawasan dilakukan untuk memastikan agar 

kegiatan mendirikan bangunan yang dilaksanakan hasilnya sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut (T. Hani 

Handoko:2002:97). Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

menjamin bahwa tujuan - tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut 

Brantas, pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana 

atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna 

penyempurnaan lebih lanjut (Irham Fahmi ; 2014 :97) Selanjutnya Saydam, 

mengemukakan bahwa Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dilakukan, agar proses 

pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan (M. Kadarisman : 2013 : 186). 
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Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan yang dilakukan 

guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian : 2001 : 

125). Maka pengawasan dapat dikatakan sebagai proses, dimana pihak 

menajemen melihat apakah yang telah terjadi relevan dengan apa yang seharusnya 

terjadi. Apa bila terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan penyesuaian – 

penyesuaian yang seharusnya dilakukan. 

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefenisikan sebagai cara 

suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukungnya visi dan misi suatu organisasi. Berdasarkan diskripsi pengertian 

pengawasan yang tersaji diproleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu 

dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh 

pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukakan 

pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya 

penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara filosofi dikatakan bahwa 

pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki 

sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu 

dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukakan untuk mencari kesalahannya 

tetapi  untuk  mendidik,  membimbing  dan  mengarahkannya.  Tanpa  adanya 

pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang 

memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. 
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Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada dua 

macam yaitu : 

1. Pengawasan Langsung 

Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan 

terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini 

dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat. 

2. Pengawasan Tidak Langsung 

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak 

jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan 

laporan lisan. 

Dari laporan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari 

pimpinan dapat dilaksanakan secara lansung mapun tidak langsung, dimana tugas 

dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala 

kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat 

diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga di Indonesia 

yang bertanggung jawab untuk mengawasi obat, makanan, dan produk kesehatan. 

Jenis-jenis pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dapat meliputi: 

1. Pengawasan Registrasi dan Persetujuan : Memastikan bahwa obat, 

makanan, dan produk kesehatan yang akan beredar telah melewati proses 

registrasi dan mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
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2. Pengawasan Produksi : Memantau fasilitas produksi untuk memastikan 

bahwa produk diproduksi sesuai dengan standar keamanan, kualitas, dan 

kebersihan yang ditetapkan. 

3. Pengawasan Distribusi : Mengawasi proses distribusi produk ke berbagai 

titik penjualan dan memastikan bahwa distribusi dilakukan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

4. Pengawasan Penandaan dan Iklan : Memeriksa penandaan dan iklan 

produk untuk memastikan kebenaran informasi yang disajikan kepada 

konsumen. 

5. Pengawasan Pasca Pemasaran (Post Market Surveillance) : Memantau 

produk yang sudah beredar di pasaran untuk mendeteksi potensi risiko 

atau efek samping yang tidak diinginkan setelah produk beredar. 

6. Pengawasan Imbalan dan Promosi : Memantau imbalan atau promosi yang 

diberikan kepada tenaga kesehatan atau pihak lain yang terkait dengan 

produk kesehatan. 

7. Pengawasan Bahan Baku dan Kemasan : Memastikan keamanan dan 

kualitas bahan baku serta kemasan yang digunakan dalam produksi produk 

kesehatan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari produk yang tidak aman atau tidak memenuhi standar kesehatan. 

Proses pengawasan ini melibatkan evaluasi, pengujian, dan penegakan peraturan 

yang ketat. 
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2.2 Peredaran 

Penyalahgunaan obat dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat 

mengontrol penggunaan obat yang telah diresepkan atau menggunakan zat lain 

baik yang ilgal maupun tidak sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi tubuh 

(honestdolcs.id, 2020). Penyalahgunaan obat dapat menimbulkan kecanduan, 

yakni ketika obat terselbut mempengaruhi otak dan perilaku seseorang sehingga 

tidak lagi memperdulikan seberapa besar bahaya yang dapat timbul. 

Selain itu, penyalah gunaan obat dapat menyelbabkan timbulnya masalah 

lain di masyarakat, serperti tindakan kekerasan, mengemudi dalam keadaan 

mabuk, stress, ataupun pelecelhan anak. Selain itu, penggunaobat melalui suntikan 

juga berisik tertular dan menularkan penyakit HIV/AIDS selrta 

hepatitis.(holnelstdolcs.id, 2020). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah 

di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat, makanan, 

dan produk kesehatan. Jenis-jenis peredaran pada BPOM mencakup: 

1. Peredaran Obat : Meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat resep, obat 

keras, obat bebas terbatas generik, dan obat keras generik. 

2. Peredaran Makanan : Mengatur makanan yang beredar di pasaran, 

termasuk makanan olahan, makanan impor, dan makanan tambahan. 

3. Peredaran Kosmetik : Mengawasi kosmetik dan produk kecantikan 

sebelum dijual di pasaran. 

4. Peredaran Produk Pangan Olahan : Memantau pangan olahan, termasuk 

makanan ringan, minuman, dan produk makanan siap saji. 
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5. Peredaran Suplemen : Meliputi suplemen kesehatan, vitamin, dan produk 

kesehatan lainnya. 

Penting untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi 

standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan yang ditetapkan oleh BPOM. 

 

2.3 Obat Ilegal 

Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, 

membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu 

bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, 

menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan 

rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah 

badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional. 

Obat ilegal adalah ijin ldar palsu dan tidak memiliki nomor registrasi obat 

yang kandungannya tidak selsuai dengan tulisan yang tercantum dalam kemasan 

obat yang standarnya tidak sesuai klaim obat palsu penyalahgunaan obat - obat 

yang telah kadaluarsa dan dijual kembali obat impor yang masuk secara ilegal, 

karena tidak berkoordinasi dengan pihak BPOM dan tidak berlabel bahasa 

Indonesia. Obat tradisional yang mengandung bahan obat kimia 

(BOIK)(prolfeltik., 2012). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah 

di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat, makanan, 

dan produk. Jenis-jenis peredaran pada BPOM meliputi : 
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1. Peredaran Obat : Meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, bbat resep, obat 

kelras, obat bebas terbatas generik, dan obat keras generik. 

2. Peredaran Makanan : Mengatur makanan yang beredar di pasaran, 

termasuk makanan olahan, makanan impor, dan makanan tambahan. 

3. Peredaran Kosmetik : Mengawasi kosmetik dan produk kecantikan 

sebelum dijual di pasaran. 

4. Peredaran Produk Pangan Olahan : Memantau pangan olahan, termasuk 

makanan ringan, minuman, dan produk makanan siap saji. 

5. Peredaran Suplemen : Meliputi suplemen kelehatan, vitamin, dan produk 

kesehatan lainnya. 

Penting untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memeluhi 

standar kelamanan, mutu, dan kemanfaatan yang ditetapkan oleh BPOM. 

Indonesia memiliki badan yang mengawasi obat yang beredar diseluruh indonesia, 

yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala Badan Pengawas 

Olbat dan Makanan (BPOlM) RI Nol.23 Tahun 2019 adalah bahan atau seldiaan 

yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia selpelrti elpidelrmis, rambut, 

kuku, bibir dan olrgan gelnital bagian luar atau gigi dan melmbranel mukolsa 

mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau 

memperbaiki bau badan atau melindungi dan memellihara tubuh pada kolndisi 

baik. 

Ada belrbagai macam obat yang dapat dijelaskan lebih detail, termasuk 

berdasarkan fungsinya dan area yang diperuntukkan. Berikut adalah beberapa 

contoh obat berdasarkan bentuknya : 
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a. Macam obat Tablet 

1. Tablet / Kapsul / Pil 

2. Kaplet 

3. Tablet Kunyah 

4. Tablet Salut 

5. Tablet Hisap 

6. Tablelt Elffelrvelscelnt 

7. Tablet Buka 

8. Tablet Sublingua 

b. Macam Obat Cair 

1. Sirup / Suspelnsi / Elmulsi 

2. Sirup Kering 

3. Obat Tetels 

c. Obat Jenis Lainnya 

1. Obat Suntik 

2. Obat Salep 

3. Obat Berbentuk Elxtract 

 

2.4 BBPOM 

BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Pekanbaru adalah 

lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di 

Pekanbaru, Riau. Tugas utamanya mencakup pengawasan, pengendalian, dan 

pengawasan obat, makanan, serta kosmetik untuk memastikan keamanan, khasiat, 

dan mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi BBPOM Pekanbaru 
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meliputi pemeriksaan, pengawasan produksi, distribusi, dan penanganan keluhan 

terkait obat dan makanan. Selain itu, BBPOM juga memberikan sertifikasi dan 

edukasi kepada industri dan masyarakat terkait standar dan regulasi di bidang obat 

dan makanan. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru adalah lembaga 

pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur 

obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan. Struktur organisasi umumnya 

mencakup : 

1. Kepala BPOM Pekanbaru : Memimpin dan mengelola seluruh operasional 

BPOM di Pekanbaru. 

2. Bidang Pengawasan Obat dan Narkotika : Bertanggung jawab untuk 

mengawasi obat dan narkotika, termasuk pendaftaran, evaluasi, dan 

penindakan terkait obat dan narkotika. 

3. Bidang Pengawasan Makanan : Mengawasi makanan, minuman, dan 

suplemen makanan untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi. 

4. Bidang Pengawasan Kosmetik dan Produk Kesehatan : Bertugas 

mengawasi produk kosmetik dan produk kesehatan lainnya untuk 

memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku 

5. Bidang Registrasi dan Perizinan : Bertanggungjawab atas pendaftaran dan 

perizinan produk yang masuk dalam pengawasan BPOM 

6. Bidang Penyuluhan dan Pelayanan : Melakukan kegiatan penyuluhan 

kepada masyarakat terkait dengan keamanan produk-produk dibawah 

pengawasan BPOM 
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7. Bagian Umum dan Kepegawaian : Menangani urusan administrasi, 

kepegawaian, dan umum dalam organisasi BPOM Pekanbaru 

Upaya untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal melibatkan penegakan 

hukum, pengawasan ketat dari pihak berwenang, edukasi masyarakat tentang 

risiko penggunaan produk ilegal, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya 

memilih kosmetik yang telah terdaftar resmi oleh BPOM. Hal ini penting untuk 

melindungi konsumen dari bahaya dan risiko kesehatan yang mungkin timbul 

akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah 

sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan 

makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas 

Food and Drug Administration (FAD) di Amerika Serikat dan European Medicine 

Agency di Uni Eropa. BPOM berupaya memastikan keamanan obat-obatan, 

makanan dan minumsn yang dikonsumsi oleh konsumen. 

Setiap bidang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Pekanbaru akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru memiliki beberapa fungsi 

utama yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian obat, makanan, 

kosmetik, dan produk kesehatan. Fungsi-fungsi ini membantu memastikan 

keamanan, kualitas, dan efektivitas produk-produk tersebut. Berikut adalah 

beberapa fungsi utama BPOM Pekanbaru : 

1. Pengawasan dan Pengendalian : Melakukan pengawasan dan pengendalian 

terhadap produksi, distribusi, penjualan, dan pemakaian obat, makanan, 
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kosmetik, dan produk kesehatan untuk memastikan sesuai dengan standar 

keamanan dan kualitas yang ditetapkan. 

2. Pengaturan dan Perizinan : Mengatur dan memberikan perizinan atas 

produksi, distribusi, dan pemasaran obat, makanan, kosmetik, dan produk 

kesehatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

3. Pendaftaran dan Evaluasi Produk : Menilai, mendaftarkan, dan 

mengevaluasi obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan untuk 

memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas sebelum dapat beredar di 

pasaran. 

4. Penyuluhan dan Edukasi : Memberikan informasi, penyuluhan, dan 

edukasi kepada masyarakat tentang keamanan, kegunaan, dan penggunaan 

yang benar terkait dengan obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan. 

5. Penyelidikan dan Penanganan Darurat : Melakukan penyelidikan terhadap 

kasus-kasus darurat terkait dengan produk yang membahayakan kesehatan 

masyarakat dan mengambil tindakan penanganan yang tepat. 

6. Penegakan Hukum : Melakukan tindakan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran terkait produksi, distribusi, dan pemasaran produk yang tidak 

memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas. 

7. Pengumpulan dan Analisis Data : Mengumpulkan data, menganalisis 

informasi, dan menyusun laporan terkait dengan pengawasan produk dan 

tren yang dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas produk. 

Program kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru 

dapat mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan keamanan, kualitas, dan 
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kepatuhan produk yang berada di bawah pengawasannya. Beberapa contoh 

program kerja yang mungkin dilaksanakan oleh BPOM Pekanbaru adalah: 

1. Pengawasan Rutin dan Inspeksi : Melakukan inspeksi dan pengawasan 

rutin terhadap pabrik obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan 

untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 

2. Pendataan dan Pemantauan Produk : Mengumpulkan dan memantau data 

terkait produk obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan di pasaran 

untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi. 

3. Penyuluhan Publik : Mengadakan kampanye penyuluhan dan edukasi 

kepada masyarakat mengenai cara memilih produk yang aman dan tepat 

serta informasi mengenai regulasi obat, makanan, dan kosmetik. 

4. Perizinan dan Registrasi : Memproses perizinan dan registrasi produk yang 

memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. 

5. Penanganan Pengaduan : Menanggapi pengaduan masyarakat terkait 

produk yang tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas. 

6. Penyelidikan dan Pengujian : Melakukan penyelidikan dan pengujian 

terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau tidak 

sesuai dengan labelnya. 

7. Kolaborasi dengan Instansi Terkait : Bekerja sama dengan instansi terkait 

seperti Kepolisian, Bea Cukai, dan instansi kesehatan lainnya untuk 

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk ilegal 

atau berbahaya. 



22 

 

 

8. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Mengadakan 

pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai 

BPOM dalam melakukan tugas pengawasan dan penegakan regulasi. 

Program kerja BPOM Pekanbaru dalam upaya pemberantasan obat ilegal 

dapat mecakup sejumlah kegiatan dan stratelgi. Berikut ini beberapa program 

kelrja yang mungkin dilakukan ollelh BPOlM Pelkanbaru : 

1. Pelngawasan dan Pelmelriksaan Rutin, mellakukan pelngawasan rutin 

terhadap apotik, toko obat serta pemasuk obat di Pekanbaru untuk 

memastikan bahwa obat-obatan yang dijual memiliki izin resmi dan 

memenuhi standar keamanan dan kualitas. 

2. Melakukan Kampanye Edukasi, informasi dan edukasi kelpada masyarakat 

tentang resiko  dan bahaya obat-obatan ilegal, serta pentingnya 

menggunakan obat yang sehat dan terdaftar 

3. Kerjasama dengan Pihak lainnya, sepelrti kepolisian dan pihak berwenang 

4. Pengguna Teknologi, memanfaatkan teknologi untuk pelacakan dan 

pengawasan peredaran obat-obatan ilegal, termasuk sistem informasi dan 

pelaporan yang memungkinkan diteksi lebih cepat 

5. Penindakan Hukum, jika ditemukan obat-obatan ilegal yang ditemukan, 

BBPOM akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang 

terlibat seperti produsen, distributor, atau pengecer obat-obatan ilegal 

6. Penyitaan dan penghancuran barang-barang obat ilegal yang ditemukan 

dapat disita dan dihancurkan dengan sesuai prosedur hukum yang berlaku 
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7. Pelaporan dari Masyarakat, mendorong masyarakat untuk melaporan 

penjualan atau peredaran obat-obatan ilegal kepada BPOM, sehingga 

tindakan lebih lanjut dapat diambil 

8. Penguatan Kerjasama Internasional, berkoordinasi dengan badan 

pengawasan obat-obatan dari negara-negara tetangga untuk memantau dan 

mencegah perelaran obat-obatan ilegal yang masuk kewilayah pekanbaru 

9. Meningkatkan Kapasitas, melakukan pelatihan dan pendidikan kepada 

staff  BPOM Pekanbaru agar lebih efektif dalam mengidentifikasikan dan 

menangani obat-obatan ilegal 

10. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat 

penting dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar 

di Indonesia. Keterlibatan BPOM dalam berinteraksi dengan berbagai 

pihak lain menjadi sangat penting karena hal ini berdampak pada 

keamanan konsumen serta kemajuan industri obat dan makanan di 

Indonesia. 

Program pemberantasan obat ilegal dengan menggunakan gerakan 

Waspada Obat Ilegal (WOI) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya 

obat-obatan ilegal yang beredar di masyarakat. Gerakan ini melibatkan berbagai 

pihak seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, komunitas, dan masyarakat 

luas. Berikut adalah penjelasan mengenai pemberantasan obat ilegal dengan 

menggunakan gerakan Waspada Obat Ilegal (WOI): 

1. Pendidikan dan Sosialisasi, gerakan WOI dimulai dengan pendidikan dan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya obat-obatan ilegal. Hal 



24 

 

 

ini dilakukan melalui kampanye, seminar, sosialisasi di media massa, dan 

edukasi langsung ke masyarakat. 

2. Penegakan Hukum, gerakan WOI juga melibatkan penegakan hukum 

yang ketat terhadap pelaku-pelaku penjualan obat ilegal. Hal ini dilakukan 

oleh aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk menindak tegas 

para pelaku yang terlibat dalam peredaran obat ilegal. 

3. Penyuluhan Kesehatan, gerakan ini juga bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan obat- 

obatan sesuai dengan resep dokter dan menghindari obat ilegal yang 

berbahaya bagi kesehatan. 

4. Kerjasama Antar Instansi, untuk meningkatkan efektivitas dalam 

pemberantasan obat ilegal, gerakan WOI juga menggalang kerjasama 

antara berbagai instansi terkait seperti pemerintah, kepolisian, Dinas 

Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). 

5. Pengawasan dan Monitoring, gerakan WOI juga dilakukan dengan 

melakukan pengawasan dan monitoring terhadap peredaran obat ilegal di 

berbagai wilayah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan 

penyalahgunaan obat ilegal dapat diminimalisir. 

6. Penyuluhan kepada Generasi Muda, generasi muda merupakan kelompok 

rentan dalam penyalahgunaan obat ilegal. Oleh karena itu, gerakan WOI 

juga menyasar penyuluhan kepada generasi muda agar mereka lebih 

waspada dan menghindari penyalahgunaan obat ilegal. 
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7. Pengembangan Sistem Informasi, gerakan WOI juga melibatkan 

pengembangan sistem informasi untuk memantau peredaran obat ilegal 

secara lebih efektif. Dengan adanya sistem informasi yang baik, 

diharapkan penegakan hukum terhadap obat ilegal dapat dilakukan 

dengan lebih efisien. 

8. Kampanye Anti Narkoba, seiring dengan gerakan WOI, kampanye anti 

narkoba juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan 

obat-obatan terlarang di masyarakat. Masyarakat harus terus diberikan 

pemahaman mengenai bahaya narkoba dan dampak negatifnya bagi 

individu dan masyarakat. 

Dengan melakukan berbagai langkah dalam gerakan Waspada Obat Ilegal 

(WOI) seperti dijelaskan di atas, diharapkan mampu meminimalisir peredaran 

obat ilegal dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di masyarakat. Kolaborasi 

antara pemerintah, lembaga penegak hukum, komunitas, dan masyarakat luas 

menjadi kunci keberhasilan dalam pemberantasan obat ilegal untuk menciptakan 

lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh warga masyarakat. 

Salah satu pihak yang penting untuk berinteraksi dengan BPOM adalah 

produsen obat dan makanan. Kolaborasi antara BPOM dengan produsen sangat 

diperlukan agar produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan 

kualitas yang ditetapkan. BPOM memberikan persetujuan untuk pemasaran 

produk, melakukan pengawasan terhadap proses produksi, serta melakukan 

evaluasi terhadap klaim kesehatan yang disertakan dalam label produk. Dengan 
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berinteraksi dengan produsen, BPOM dapat memberikan arahan dan bimbingan 

agar produsen dapat mematuhi peraturan yang berlaku. 

Selain produsen, BPOM juga berinteraksi dengan distributor, pengecer, 

dan pengguna produk obat dan makanan. Distributor dan pengecer berperan dalam 

mendistribusikan produk-produk tersebut ke pasar sehingga BPOM perlu 

memastikan bahwa produk yang beredar telah terdaftar dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan. Sedangkan keterlibatan BPOM dengan pengguna produk obat 

dan makanan juga penting dalam memberikan informasi yang jelas terkait 

keamanan dan kegunaan produk, serta memberikan sosialisasi mengenai 

pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkualitas. 

Kerjasama antara BPOM dengan pihak terkait lainnya juga penting dalam 

hal penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait obat dan makanan. BPOM 

perlu berkolaborasi dengan kepolisian, jaksa, dan instansi terkait lainnya dalam 

menindak tegas pihak-pihak yang melakukan praktik ilegal seperti penjualan obat 

ilegal, pemalsuan obat, atau penyebaran informasi yang menyesatkan terkait obat 

dan makanan. Keterlibatan seluruh pihak ini dengan BPOM sangat urgen dalam 

menjaga keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang beredar di 

masyarakat. 

Dengan demikian, keterlibatan BPOM antar pihak lain sangat penting dan 

urgen dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan, serta meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk yang aman dan 

berkualitas. Semua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan BPOM 
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untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kesehatan dan keselamatan 

konsumen. 

2.5    Pengawasan Obat Ilegal Dalam Pandangan Islam 

Al-Qur’an Ali 'Imran • Ayat 104 

                           

                   

―Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.‖ 

Al-Qur’an Ali Imran Ayat 110 

                  

                    

               

 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 

mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

fasik. 

Ungkapan Al-Qur‟an di atas menunjukkan bahwa umat Islam tidak 

dilahirkan kea lam ini untuk dirinya sendiri, melainkan ia dilahirkan untuk umat 
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manusia lainnya; untuk menunjuk manusia setelah ia mendapat pentunjuk Allah 

swt; memberi manfaat kepada manusia; memperbaiki manusia setelah ia baik 

dengan iman dan amal salih dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada 

cahaya.36 Oleh karena itu umat terbaik dalam konteks pembahasan ini adalah 

setiap umat Islam yang mempunyai kepedulian terhadap kebaikan manusia 

lainnya. 

Abu Sa‟id al-Khudri berkata, ―Pada hari raya, Marwan mengeluarkan 

mimbar, kemudian dia mulai berkhutbah sebelum shalat. Seorang laki-laki berdiri 

dan berkata, ―Wahai Marwan, kamu telah melanggar sunah! Kamu mengeluarkan 

mimbar pada hari raya. Padahal, itu tidak pernah dikeluarkan pada hari raya. 

Kamu pun telah memulai khutbah sebelum shalat.‟ Abu Sa‟id al-Khudri berkata, 

―Siapa dia?‟ mereka menjawab, „Fulan bin Fulan‟. Kemudian dia berkata, „Orang 

ini telah melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Aku mendengar 

Rasulullah صلى هللا عليه وسلم bersabda, „Siapa yang melihat kemungkaran, dan dia 

mampu mengubahnya dengan tangan, hendaklah dia mengubahnya dengan 

tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan ucapannya. Apabila tidak mampu, 

maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.‟‖ (HR. Abu 

Dawud: 1140)37 

2.6   Penelitian Terdahulu 

Nol 
Pelnulis/ 

Tahun 
Judul 

Meltoldel 

Pelnellitian 
Hasil Pelnellitian 

1 Ilham Wijaya/ 

2016 

(Wijaya, 

2016) 

Pellaksanaan 

Pelngawasan Olbat 

dalam Makanan 

Kelpulauan Riau 

Telrhadap 

Delskriptif 

Kuantitatif 

Pelngawasan telrhadap 

mutu prolduk air 

minum kelmasan 

(AMDK) sudah 

telrintelgrasi di Kolta 
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Pelnelrapan 

Standar Mutu Air 

Tanjung Pinang 

Ollelh BPOlM Kelp. 

Riau, ialah langkah 

awal melnelntukan 

standar dari sasi alat 

pelngukuran, delngan 

hasil pelnellitian yaitu 

pelngawasan sarana 

pelngellollaan pangan air 

minum dalam kelmasan 

dalam melnghadapi 

pelrmasalahan yang 

ada dalam rangka 

pelngawasan   cara 

prolduksi 

pelngellollaan yang

 dilakukan 

industry  pangan 

mellalui rangka 

pelngawasan selsuai 

delngan fakta 

dilapangan 

2 Mardiah dan 

Elrnawati / 

2014 

(Ernawaty & 

Mardiah, 

2014) 

Pellaksanaan 

Pelngawasan 

Prolduk Olbat dan 

Makanan Impolr 

ollelh Balai Belsar 

Olbat  dan 

makanann 

(BBPOlM) 

Kualitatif Pellaksanaan 

pelngawasan   prolduk 

dan makanan   impolr 

ollelh BBPOlM   Kolta 

Pelkanbaru belrdasarkan 

indicatolr – indicatolr 

selpelrti, standar pangan 

mellakukan  tindakan 

pelnilaian dan kollelrasi 

pelnghasilan  katelgolri 

―cukup      baik‖ 

diselbabkan masih 

banyak didapatkan 

jelnis prolduk minuman 

dan makanan impolr 

ilelgal dipasar – pasar 

yang tidak ada lelbell 

BPOlM  selrta 
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melngandung bahan 

yang belrbahaya yang 

tidak layak 

dikolnsumsi. Adapun 

faktolr – faktolr yang 

melmpelngaruhi 

3 Abdul Haris 

dan Helri 

Kuswantol / 

2016 

(Haris & 

Kuswanto, 

2016) 

Fungsi 

Pelngawasan 

Insvelktatolr 

Kabupateln 

Selrdang Belrdagai 

Kualitatif Dari hasil pelnellitian 

kelgiatan sistelm 

pelngawasan   

dilaksanakan  

pelngusutan dan 

pelmelriksaan sudah 

sangat baik selrta 

kualitas dalam 

pelngawasan   

dilaksanakan  

pelngusutan dan 

pelmelriksaan sudah 

sangat bagus selrta 

kualitas 

 pelnga

wasan    dan 

kelakuratan data 

dilapolrkan   ollelh 

inspelktolrat kabupateln 

Selrdang Beldagai 

sudah selsuai delngan 

data   dan   fakta 

dilapangan 

4 Felrry 

Anggriawan 

dan Delyah 

Mutiarin / 

2019 

(Angriawan & 

Mutiarin, 

2019) 

Elfelktifitas 

Pelngawasan Olbat 

dan

 Maka

nan BPOlM 

Telrhadap Kolta 

Pelkanbaru 

Kualitatif Pelnellitian makanan 

impolr ilelgal masih 

banyak didapatkan dan 

dipelrdagangkan 

ollelh para peldagang 

UMKM di Kolta 

Pelkanbaru ollelh 

karelna itu wajib 

dibelrikaan sanksi yang 

telgas ollelh BPOlM 

untuk mellindungi 
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masyarakat selhingga 

telrciptanya rasa aman 

bagi

 masyar

akat selbagai 

kolnsumeln jikadiukur

 delngan 

indicatolr pelngawasan, 

pelngawasan   yang 

dilakukan masih 

bellum maksimal yang 

diselbabkan mini nya 

jumlah pelgawai selrta 

kurangnya    sarana 

prasarana   selbagai 

pelnunjang  kelgiatan 

selhingga    bellum 

telrciptanya 

pelngawasan yang idelal 

dan elfelktif di  Kolta 

Pelkanbaru 

5 IkhwaniRatna&

MutiaFransiska / 

2023 

(Ratna & 

Fransiska, 

2023) 

Kinerja Balai 

Bbpom di 

Pekanbaru 

Mengelola Obat 

Ilegal Di Apotek 

Kota Pekanbaru 

Kualitatif Hasil penelitian bisa 

dipelajari bahwa Balai 

Besar POM Pekanbaru 

melakukan pekerjaan 

mengawasi obat ilegal 

di apotek di Pekanbaru. 

Indikator, seperti 

produktivitas, kualitas 

layanan, 

responsibilitas, dan 

akuntabilitas, belum 

maksimal. Faktor 

pendukung termasuk 

program kerjasama 

masyarakat. Selain itu, 

ada beberapa 

hambatan. Staf BPOM 

terbatas baik di 

pusat/provinsi; 
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pengawasan 

dilaksanakan secara 

berkala dan acak, 

selalu disalahgunakan 

sama pengusaha buat 

memanfaatkan 

kesempatan buat 

memasukkan barang ke 

Indonesia saat tidak 

ada pengawasan; 

sistem pengawasan 

kurang ketat; dan 

ketidakpatuhan 

terhadap persyaratan 

peredaran.. 

6 Siti Qona’ah & 

Heri Afianto 

/2020 

(Qona’ah & 

Afianto, 2020) 

Strategi BPOM 

Untuk Mengatasi 

Pemberantasan, 

Penyalahgunaan 

obat Ilegal Lewat 

Gerakan 

―Waspada Obat 

Ilegal‖ 

 Kualitatiif Kebijakan BPOM 

berfokus pada kerja sama 

dan kolaborasi lintas 

sektor, terutama dengan 

organisasi profesi IAI. 

Selain 

mengorganisasikan IAI, 

BPOM meningkatkan 

peran pelaku usaha, 

masyarakat, dan komisi 

IX DPR RI  pengawasan 

obat ilegal dan 

penyalahgunaan obat. 

Tujuan kerja sama ini 

adalah untuk mengurangi 

kemungkinan peredaran 

obat ilegal dan 

penyalahgunaan obat. 

7 I Made Sathya 

Dhanan Jaya, 

I Nyoman Putu 

Budhiarta, 

I.B Gede 

Agustya 

Strategi BPOM 

untuk 

Menghentikan 

Pemberantasan dan 

Penyalahgunaan 

Obat Ilegal Melalui 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan BPOM 

bertanggung jawab buat 

melaksanakan SOP, 

sertifikasi makanan dan 

obat dalam semua aspek 
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Mahaputra / 

2024 

(DhananJaya 

dkk., t.t.) 

Gerakan "Waspada 

Obat Ilegal" dan 

Peran Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan Dalam 

Peredaran Obat 

Tradisional Ilegal 

Memuat Bahan 

Kimia Obat Di 

Kota Denpasar 

 

prosesnya, termasuk 

penjualan, pemakaian, 

dan keamanan produk. 

BPOM juga menjalankan 

hukum terhadap 

pedagang obat 

tradisional ilegal, 

dilaksanakan jika obat 

ilegal ditemukan saat 

operasi. BPOM juga 

mengantisipasi dan 

mengawasi obat 

tradisional memuat 

bahan kimia. Pedagang 

obat harus mempelajari 

barang yang mereka jual. 

Masyarakat harus 

memperhatikan apa yang 

dikonsumsi buat 

kesehatan 

8 Ni Putu Yuliana 

Kemalasari, I 

Putu Harry 

Suandana Putra 

dan I Nengah 

Pasek 

Suryawan / 

2023. 

(Kemalasari 

dkk., 2023) 

Efektivitas 

Pengawasan 

BPOM Ri 

Terhadap 

Penyebaran Obat 

Demam, Flu, dan 

Batuk 

Mengakibatkan 

Kematian Anak 

Akibat Gagal 

Ginjal Akut 

Kualitatif Hasilnya Efektivitas 

BPOM mengakibatkan 

kelalaian BPOM dalam 

hal perlindungan 

konsumen; negara 

harus melindungi 

konsumen. 

9 Allan Mustafa 

Umami, Fatria 

Hikmatiar Al 

Qindy, Hera 

Alvina 

Satriawan dan 

Wahyuddin 

Wahyuddin / 

Tanggung Gugat 

Keperdataan 

BPOM Indonesia 

Dalam Distribusi 

Obat-Obatan 

Menyebabkan 

Gagal Ginjal Akut 

Pada Anak 

Kualitatif Tugas dan fungsi dari 

BPOM berasal dari 

peraturan perundang-

undangan yang 

seharusnya menjadi 

lembaga pengawas 

terhadap obat-obatan 

tersebar di Indonesia. 
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2023 

(Umami dkk., 

2023)  

melakukan 

pengawasan BPOM 

terkadang kurang 

menjalankan fungsinya 

yaitu memastikan 

dengan betul-betul 

obat-obatan tersebar 

aman dikonsumsi oleh 

masyarakat. Apabila 

BPOM benar-benar 

menjalankan tugas dan 

fungsinya mungkin 

kasus gagal ginjal akut 

pada anak dapat 

dihindari. 

10 Marisca 

Evalina 

Gondokesumo 

dan Nabbilah 

Amir / 2021 

(Gondokesumo 

& Amir, 2021) 

Peran Pemerintah 

dan BPOM 

Indonesia 

Pengawasan 

Peredaran Obat 

Palsu (Ditinjau 

dari UUD No. 36 

Tahun 2009 dan 

Peraturan Kepala 

BPOM) 

  

 

2.7 Konsep Operasional Tabel Konsep Operasional 

 Peraturan BPOM Nomor Sebelum memasuki pasar Memasutikan mutu 

9 Tahun 2019 Tentang  sepanjang jalur 

Distribusi Obat Yang  distribusi 

Baik  obat, memastikan 

  penyaluran sesuai 

  persyaratan dan tujuan. 

 Setelah memasuki pasar Mamastikan pengadaan, 

  penyimpanan dan 

  penyaluran dalam kondisi 

  baik. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2019 

Mengenai Distribusi Obay yang Baik 

Sebelum Memasuki 

Pasar 

Setelah Memasuki 

Pasar 

Memastikan mutu 

sepanjang jalur 

distribusi/penyal uran 

obat, memastikan 

penyaluran sesuai 

persyaratan dan 

tujuan 

Mamastikan 

pengadaan, 

penyimpanan dan 

penyaluran dalam 

kondisi baik 

Terwujudnya pengawasan yang 

baik terhadap peredaran obat di 

Kota Pekanbaru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pelnellitian dari prolpolsal ini dilakukan di Kolta Pelkanbaru Prolvinsi 

Riau. 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif 

untuk menghasilkan penemuan yang tidak memungkinkan untuk dicapai. 

Penulisan kualitatif ini juga didalamnya terdapat kesan, pendapat, dan pandangan 

yang melibatkan banyak metolde dalam meneaah permasalahan yang ditelliti. 

Dengan menggunakan metodel deskriptif kualitatif, penulisan ini akan 

memberikan pemaparan atas suatu kondisi bagaimana strategi dalam mengatasi 

pemberantasan obat ilegal di Kota Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi 

strategi pemberantasan obat ilegal di Kota Pekanbaru. 

 

3.3 Jenis dan Data Sumber 

Dengan menghasilkan data yang sesuai dengan kelutuhan penulisan maka 

penting untuk memastikan ketersedian data dan sumber data yang jelas. Dalam 

penelitian, sumber data yang akan mendasari dalam penentuan sampel penulisan. 

Data yang dijadikan selbagai pelmbuktian hipotesis dan jawaban dari rumusan 

masalah. Terdapat dua sumber data untuk penulisan ini, yaitu: 

3.3.1 Data Primelr 

Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer adalah ―data yang berasal 

dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi 
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ataupun dalam bentuk file-file. Data primer, yaitu data peneliti diperoleh secara 

langsung yang belrkaitan delngan pelnellitian dan pelnellitian ini telrkait telntang 

bagaimana stratelgi dalam melngatasi pelmbelrantasan olbat ilelgal di Kolta 

Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi peredaran obat ilegal di Kota 

Pekanbaru yang ditanggapi langsung oleh responden dari hasil wawancara. 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2008: 402) data sekunder ialah ―sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data‖. Contohnya seperti dari 

orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder ini dikumpulkan oleh orang 

yang meneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini biasanya dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, lalu ada dolkumen dan 

ada juga naskah tertulis yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dalam (Yusuf, 

2017) yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.4.1 Obselrvasi 

Keberhasilan dari Observasi dalam Telknik pengumpulan data banyak 

ditetukan pengamat sendiri, karena pengamat melihat, mendengar, mencium, 

ataupun mendengarkan suatu objek penelitian kemudian menyimpulkan dari apa 

yang di amati dari bagaimana strategi dalam mengatasi pemberantasan obat ilegal 

di Kolta Pelkanbaru dan apa faktolr yang melmpelngaruhi pelreldaran olbat ilelgal 

di Kolta Pelkanbaru. Pelngamat melnjadi kunci kelbelrhasilan dan keltelpatan 

hasil penelitian, yang memberikan makna tentang apa yang diamatinya dalam 
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realitas dalam konteks yang alami, yang bertanya, dan yang melihat bagaimana 

hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang diamatinya. 

3.4.2 Wawancara 

Secara sederhana wawancara menjadikan kejadian atau suatu proses 

interaksi antara pewawancara dan narasumbernya yang diwawancarai melalui 

komunikasi langsung. Wawancara ini langsung tatap muka antara pewawancara 

dengan narasumbelr, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek 

yang diteliti. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi menjadikan catatan ataupun karya seseorrang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi telntang orang atau sekelolmpok orang, 

peristiwa, ataupun kejadian dalam situasi solsial yang selsuai dan berkaitan 

dengan penelitian sehingga sumber informasi sangat berguna dalam penelitian 

kualitatif. Dokumelntasi bisa berupa telks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. 

3.5 Informan Penelitian 

Informan penelitian kualitatif  hanya mencakup orang-orang yang paham 

serta yang memberikan informasi yang jelas terhadap tujuan penelitian, informan 

penelitian adalah kepada pemerintah kota Pekanbaru dan masyarakat setempat. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu delngan menjelaskan 

secara rinci dengan kenyataan yang ada dilapangan, serta dengan wawancara yang 

diberikan penjelasan untuk ditarik kesimpulannya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

 Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. 

Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan 

termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. 

Kota ini pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar yang 

bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 

23 Juni 1784. Kota Pekanbaru Berkembang pesat dengan didukung oleh 

perdagangan dan pertambangan minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah. 

(dalam Wikipedia). 

4.1.1 Letak Geografis 

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yakni berada 

pada jalur Lintas Timur Sumatra, yang terhubung dengan beberapa kota seperti 

Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten 

Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh 

Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir 

dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas 

permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 

berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu 

minimum antara 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Sebelum tahun 

1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 kilometer persegi yang kemudian 

bertambah menjadi 62,96 kilometer persegi dengan 2 kecamatan yakni Kecamatan 



40 

 

 

Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Perkembangan Kecamatan ini terus 

dimekarkan hingga pada tahun 2003 Kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 12 

Kecamatan. (dalam Wikipedia) 

 

4.2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru 

 Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 

Tahun 2001 yang beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan 

Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas BBPOM di Pekanbaru 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang melaksanakan 

kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara 

teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.  

4.2.1 Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)  

            Pekanbaru 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berlokasi di jalan 

Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, 

Riau, 28156. 

4.2.2 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)   

            Pekanbaru 
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Visi : 

―Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan 

Gotong-Royong.‖  

Misi : 

1. Membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan 

dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur 

ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan 

kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah 

dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. 

4.2.3 Budaya Organisasi  

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus 

dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan 

tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi 

menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.  
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1. Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, 

ketekunan dan komitmen yang tinggi. 

2. Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 

3. Kredibilitas. Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional 

dan internasional 

4. Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan 

komunikasi yang baik. 

5. Inovatif. Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan 

teknologi terkini. 

6. Responsif/Cepat Tanggap. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi 

masalah 

4.2.4 Tugas dan Fungsi  

1. Tugas Balai Besar POM di Pekanbaru 

Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan 

tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada 

wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Fungsi Balai Besar POM di Pekanbaru 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan 

b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan 
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c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan 

dan/ atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian 

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan / atau 

distribusi Obat dan Makanan 

e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) ) Obat dan Makanan 

f. Pelaksanaan dan pengujian Obat dan Makanan 

g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pemgawaasan Obat dan 

Makanan 

h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan 

i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan 

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di biidang pengawasan 

Obat dan Makanan 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan  

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

4.2.5 Kewenangan 

 Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 

tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas 

pengawas obat dan makanan, BBPOM mempunyai kewenangan : 
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1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan 

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan 

makanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 

2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan 

makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 

3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4.2.6 Struktur dan Rincian Tugas Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat  

            dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

 Untuk mendukung tugas-tugas BPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran 

dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan untuk 

mendukung tugas-tugas BBPOM sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun 

rincian tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Bidang Pengujian 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. Dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan 

mikrobiologi obat dan makanan; 

b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan dan 

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian 

kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. 
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d. Bidang Pemeriksaan 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi 

dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh 

(sampling) produk obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi 

sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan 

contoh (sampling) produk obat dan makanan. 

b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan 

makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian. 

c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan 

produk obat dan makanan. 

d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan dan 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan 

sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan 

dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan 

pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan. 

2. Bidang pemeriksaan terdiri dari : 

a. Seksi inspeksi, yang mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas 

produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas 
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pelayanan, kefarmasian serta pengambilan contoh (sampling) produk obat 

dan makanan. 

b. Seksi sertifikasi, yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan makanan. 

3. Bidang Penindakan 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan 

di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan 

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 

b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. 

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan 

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di 

bidang pengawasan obat dan makanan. 

4. Bidang Informasi dan Komunikasi 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat 

serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan 

obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, 

informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat 

dan makanan 

b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan obat dan makanan 

c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat 

dan makanan 

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan 

komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 

5. Bagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, 

program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, 

teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan 

kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan 

serta kerumah tanggaan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran 

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan 

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan 

d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana 

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian 
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f. Pengelolaan teknologi dan informasi dan komunikasi.Pelaksanaan urusan 

perlengkapan dan kerumahtanggaan dan 

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan 

fungsional mempunyai tugas : 

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perencana, 

Arsiparis dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

poin a dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 

kepala. 

c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a, ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

d. Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a diatur 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

1. Pengawasan obat dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru sudah optimal karena 

ada beberapa obat ilegal yang beredar dapat di atasi oleh BBPOM Kota 

Pekanbaru. Balai Besar POM mengawasi dari sebelum produk beredar 

hingga setelah beredar dan melakukan upaya perbaikan dengan memberikan 

pembinaan dan sanksi. BBPOM bekerja sama dengan instansi terkait dalam 

melakukan pengawasan terhadap peredaran obat ilegal. 

2. Faktor-faktor menghalangi pengawasan obat ilegal termasuk kekurangan 

SDM, intensitas pengawasan tidak efektif, dan kurangnya partisipasi dan 

kesadaran masyarakat. 

 

6.2 Saran 

1. Mengawasi obat ilegal, Balai Besar POM harus melaksanakan terbaik dan 

meningkatkan intensitas pengawasan buat mengurangi peredaran 

kosmetik ilegal.  

2. Meningkatkan SDM buat mengobservasi lebih efektif.  

3. BBPOM bakal bertambah sosialisasi, penyuluhan ke warga buat lebih 

memperhatikan masalah keamanan dan kualitas obat bakal dipakai. 

4. Warga diharapkan lebih berhati-hati memilih kosmetik, melaporkan 

penyimpangan ke BBPOM buat investigasi. 
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